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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas pengeluaran regional 

terhadap Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini 

menguji pengaruh efektivitas pengeluaran daerah terhadap IPM. Penelitian ini 

memberikan kebaharuan dengan memperluas objek penelitian yang meliputi 

seluruh provinsi di Indonesia periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian 

ini menemukan bahwa ada hubungan kuat secara langsung antara pengeluaran 

fungsi pendidikan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara 

untuk fungsi kesehatan tidak menemukan hubungan kuat secara langsung terhadap 

IPM, akan tetapi memiliki hubungan kuat terhadap indikator untuk mengukur IPM 

yaitu angka harapan hidup saat lahir. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan 

bahwa rendahnya skor IPM di beberapa daerah di Indonesia dikarenakan ketidak 

efektivitasnya kebijakan anggaran oleh pemerintah di daerah. 

Kata Kunci: Pengeluaran Regional, Indikator Pembangunan Manusia, Kebijakan 

Anggaran, Pemerintah Daerah, Akuntansi Sektor Publik 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the effectiveness of regional expenditure on the 

Human Development Indicator (HDI) in Indonesia. This study examines the effect 

of the effectiveness of regional expenditure on HDI. This research provides novelty 

by expanding the research object to cover all provinces in Indonesia for the 2013-

2022 period. This study uses a quantitative approach with data sourced from 

secondary data. This study found that there is a strong direct relationship between 

expenditure on educational and economic functions on the human development 

indicator. Meanwhile, for health function, it did not find a strong relationship 

directly with HDI, but had a strong relationship with indicators to measure HDI, 

namely life expectancy at birth. Thus, this study concludes that the low HDI score 

in several regions in Indonesia is due to the ineffectiveness of budget policies by 

local governments. 

 

Keywords: Regional Expenditure, Human Development Indicator, Budget Policy, 

Local Government, Public Sector Accountin
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Untuk mengatur penggunaan dana daerah, KEMENDAGRI telah 

menerbitkan Peraturan Menteri No.84 Tahun 2022. Peraturan ini berisikan panduan 

bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD untuk tahun 2023, terutama terkait 

dengan kebijakan belanja daerah. Di dalam peraturan tersebut pemangku 

kepentingan (regulator) diwajibkan menyusun program pembangunan daerah yang 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta pencapaian 

target pembangunan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Selain itu 

juga, pada peraturan perundang-undangan ini memuat pedoman Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengarahkan masing-masing pemerintah 

daerah di Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat secara berkelanjutan (PERMENDAGRI, 2023). 

Sebelum masuk ke fenomena (gap) dari penelitian ini, kita terlebih dahulu 

harus mengetahui definisi pengeluaran (belanja) daerah dan indeks pembangunan 

manusia (IPM). Nella et al., (2023) menyebutkan bahwa dalam penelitian 

sebelumnya pengeluaran daerah adalah bagian instrumen dari sebuah kebijakan 

yang bertujuan untuk menaikkan investasi. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran 

daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna keperluan akumulasikan modal 

dan menaikan pendapatan yang merupakan bentuk upaya dari meningkatkan 

kualitas hidup masing-masing individu. Kemudian, definisi IPM menurut 
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Noviatamara et al., (2019) dalam penelitiannya merupakan indikator yang 

digunakan untuk menilai tingkat kualitas hidup individu didalam masyarakat. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari penelitian 

sebelumnya (Hasan, 2021) menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan manusia 

di Indonesia masih tinggi dan terjadi ketimpangan antara wilayah Indonesia bagian 

barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan IPM dari BPS sepuluh 

provinsi di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi 

Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki skor IPM 

terendah. Hal tersebut jauh berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat seperti 

DKI Jakarta, Riau, DIY, dan Kepulauan Riau yang skor IPM berada pada posisi 

stabil hingga tinggi. Dari informasi tersebut, mengindikasikan bahwa pemerataan 

pembangunan yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di tiap 

provinsi di Indonesia tidak terjadi secara massif. Ketidakmerataan pembangunan 

kualitas SDM menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kurangnya 

tingkat literasi, dan kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan domestik bruto 

(PDB) perkapita yang kecil (Anantika & Sasana, 2020). 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah otonom memiliki hak, 

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Pada dasarnya, undang-undang 

ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya fiskal. Desentralisasi fiskal 

memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian dalam pengelolaan aset, sistem 

keuangan daerah dan pengelolaan ekonomi lokal. Pemberian kewenangan keuangan 

yang lebih besar kepada daerah diharapkan dapat menguatkan 
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kemampuan ekonomi masing-masing wilayah, sehingga pada akhirnya berimplikasi 

pada pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sandjaja et al., 2020). 

Dikutip dari Tempo (2023) KEMENDAGRI menemukan data terkait 

penyerapan Dana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk belanja 

maupun pendapatan masih belum optimal pada akhir Agustus 2023. Per 31 Agustus 

2023, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten kota sebanyak Rp 679,81 triliun 

atau 54,88 persen dari keseluruhan angka pendapatan daerah. Adapun realisasi 

belanja provinsi dan kabupaten/kota per periode yang sama sebesar Rp 603,79 

triliun atau 46,71 persen dari keseluruhan angka anggaran belanja daerah. Dari 

angka tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran (realisasi) pendapatan 

dan belanja daerah masih cukup rendah. Penyerapan anggaran yang rendah 

disinyalir dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan program yang 

berkaitan dengan upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia. 

Dari fenomena tersebut maka, peneliti hendak menganalisis dan melakukan 

perincian apa saja pengeluaran (belanja) daerah pada rentan waktu periode tahun 

2013-2022. Peneliti juga hendak menguji apakah pengeluaran daerah (belanja) 

daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Studi Anantika & Sasana (2020) mengenai hubungan antara indeks 

pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah (pendidikan, kesehatan, 

korupsi, dan pertumbuhan ekonomi) menemukan bahwa: 1) Pengeluaran yang 

dialokasikan pada sektor pendidikan yang tinggi ternyata tidak meningkatkan IPM, 

2) Pengeluaran di sektor kesehatan malah mempengaruhi IPM, 3) Korupsi ternyata 
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mempengaruhi IPM, dan 4) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat mempengaruhi 

IPM. Dari hasil penelitian ini memunculkan gap riset antara pengeluaran daerah dan 

indeks pembangunan manusia. Gap tersebut terlihat pada temuan bahwa alokasi 

pengeluaran daerah di sektor pendidikan ternyata tidak serta-merta dapat 

berkorelasi terhadap naiknya kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga dari 

penelitian sebelumnya Angger (2023) menemukan bahwa tinggi atau rendahnya 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. 

Bisa dikatakan jika skor IPM di suatu daerah rendah maka dapat dipastikan tingkat 

kemiskinan tinggi, 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita ketahui bahawa ada ketimpangan 

dan kesenjangan terkait kualitas sumber daya manusia yang terjadi pada provinsi di 

Indonesia. Realisasi pengeluaran di sektor krusial seperti sektor pendidikan ternyata 

tidak menjamin peningkatan angka IPM. Oleh sebab itu peneliti terinspirasi untuk 

mengambil penelitian tentang “Menakar Efektivitas Pengeluaran Regional 

Terhadap Indikator Pembangunan Manusia: Telaah Fungsi Pendidikan, 

Kesehatan, Dan Ekonomi Tahun 2013-2022”. Keterbaruan penelitian ini adalah 

adalah penulis memperluas objek studi yaitu meneliti pengeluaran daerah dan angka 

IPM pada 34 provinsi di Indonesia periode 2013-2022. Selain itu, peneliti juga 

mengaitkan topik penelitian ini pada fenomena yang akhir-akhir ini terjadi yaitu 

terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan laporan dari World 

Population Review 2023, menyebutkan skor rata-rata IQ orang Indonesia di angka 

78,49. Hal tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ke-126 dari 199 negara 

di dunia. Dalam sekala ASEAN, Indonesia dan Timor Leste menempati skor IQ 

terendah (Kumparan.com, 2023). 
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1.2 Komponen dan Tautan 

 

Berikut adalah bentuk kerangka pemikiran pada penelitian “Pengaruh Pengeluaran 

Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Di Indonesia” yang 

terdiri dari variabel independen dan variabel dependen: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Komponen Dan Tautan 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang, penelitian ini mengidentifikasi rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah alokasi dana fungsi pendidikan di tingkat provinsi di Indonesia 

memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi 

di Indonesia? 

2. Apakah alokasi dana fungsi kesehatan di tingkat provinsi di Indonesia 

memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi 

di Indonesia? 

Fungsi Pendidikan 

(X1) 

Fungsi Kesehatan 

(X2) 

H2 Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

(Y) 

Fungsi Ekonomi 

(X3) 
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3. Apakah alokasi dana fungsi ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia 

memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi 

di Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

 

1. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada 

fungsi pendidikan terhadap IPM. 

2. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada 

fungsi kesehatan terhadap IPM. 

3. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada 

fungsi ekonomi terhadap IPM. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

 

Penelitian ini berkontribusi bagi pertama, pihak regulator (Pemerintah). 

Penelitian ini dapat digunakan oleh regulator untuk memprioritaskan pembangunan 

manusia. Dengan penelitian ini, pihak regulator dapat menentukan pengeluaran 

(belanja) daerah yang memicu peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kedua, 

berkontribusi bagi pihak Akademisi (Dosen & Mahasiswa). Penelitian ini dapat 

dijadikan role model penelitian selanjutnya atau sebagai pembaharuan untuk 

penelitian bidang akuntansi sektor publik selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan referensi pembelajaran mahasiswa yang menggeluti bidang akuntansi 

sektor publik. 
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1.6 Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini hanya akan menyelidiki dan menganalisis pengaruh 

pengeluaran daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada beberapa provinsi 

di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Pengeluaran yang dianalisis terdiri dari 

pengeluaran di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN PENELITIAN SELANJUTNYA 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari uraian analisis di bab sebelumnya mengenai hubungan antara 

pengeluaran daerah (fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi) 

dengan IPM, dapat disimpulkan beberapa poin penting: 

a. Pengeluaran Fungsi Pendidikan (FP) secara positif memiliki hubungan 

(dampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian 

hipotesis 1 “terdukung”. Realisasi anggaran di masing-masing provinsi 

untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan IPM di 

daerah tersebut. Untuk daerah dengan IPM tinggi menandakan bahwa 

alokasi anggaran di sektor pendidikan berjalan dengan efektif dan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan IPM sedang atau rendah 

menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan belum maksimal 

dan belum menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. 

b. Pengeluaran Fungsi Kesehatan (FK) tidak memiliki hubungan (tidak 

berdampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan 

demikian hipotesis 2 “tidak terdukung”. IPM tiap provinsi di Indonesia 

bukan bagian dari hasil kebijakan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan 

atau alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tidak merepresentasikan 

pertumbuhan IPM. Hal ini bisa terjadi dikarenakan alokasi anggaran untuk 

fungsi kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor 
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kesehatan atau investasi di sektor kesehatan yang dilakukan pemerintah 

daerah tidak mencerminkan fungsi kesehatan baik dalam segi kuantitas 

maupun kualitas. Selain itu juga ada faktor seperti wabah penyakit yang 

dapat memicu angka kematian dan tingkat kesehatan masyarakat sehingga 

terkesan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tidak berdampak 

pada IPM. 

c. Pengeluaran Fungsi Ekonomi (FE) secara positif memiliki hubungan 

(dampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian 

hipotesis 3 “terdukung”. Realisasi anggaran di masing-masing provinsi 

untuk fungsi ekonomi memiliki dampak terhadap pertumbuhan IPM di 

daerah tersebut. Untuk daerah dengan IPM tinggi menandakan bahwa 

alokasi anggaran di sektor ekonomi berjalan dengan efektif dan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan IPM sedang atau rendah 

menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor ekonomi belum maksimal 

baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. 

5.2 Keterbatasan 

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

 

a. Indikator untuk mengukur dana fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, 

dan fungsi ekonomi berdasarkan satuan kerja/institusi pemerintahan 

terkait (dinas), tidak berdasarkan klasifikasi program kerja atau 

kegiatan. 

b. Variabel pengeluaran daerah hanya mencakup pada fungsi 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi, berpotensi ada fungsi 

pengeluaran lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan IPM seperti 
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pengeluaran daerah tak terduga dan pengeluaran daerah untuk 

penegakkan hukum. 

5.3 Penelitian Selanjutnya 

 

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 

 

a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data/laporan realisasi 

anggaran per program kerja/kegiatan yang merepresentasi 

pengeluaran fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain 

seperti pengeluaran daerah tak terduga dan pengeluaran untuk 

penegakan hukum yang memiliki potensi hubungan terhadap IPM. 
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